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 Return of claims for cost of treating COVID-19 patients from BPJS Health is 

common occurrence due to administrative and service problems. In 2021, 

there were 215 pending files and 32 unapproved files in type C and D 

hospitals in Central Java. To determine causes of pending and disputed 

COVID-19 cases in type C and D hospitals in Central Java. Methods: 

Descriptive research was conducted by observing all pending and dispute 

files of COVID-19 cases, totaling 247 cases in 2021. Data collection method 

was documentation. Univariate data analysis. Panti Wilasa Dr. Cipto 

Semarang Hospital has highest pending claims for COVID-19 cases. Kelet 

Jepara Hospital has pending claims for most COVID-19 cases. Majority of 

pending claims for COVID-19 cases do not have supporting files or are not 

appropriate, while smallest scanned laboratory results (albumin, PCR) are 

not attached, and INA-CBGs entry or exit date does not match the medical 

resume. Most pending and dispute claims for COVID-19 cases are mismatch 

of diagnosis and diagnostic results with KMK Technical Guidelines, while 

mismatch of diagnosis with results of actions is least. 

Kata Kunci  ABSTRAK 
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 Pengembalian klaim biaya perawatan pasien Covid-19 dari BPJS Kesehatan 

merupakan biasa terjadi karena masalah administrasi dan pelayanan. Tahun 

2021, terdapat 215 berkas yang tertunda dan 32 berkas yang tidak disetujui di 

Rumah Sakit (RS) tipe C dan D di Jawa Tengah. Tujuan penelitian: Untuk 

mengetahui penyebab pending dan dispute kasus Covid-19 di rumah sakit tipe 

C dan D di Jawa Tengah. Penelitian deskriptif dilakukan dengan mengamati 

semua berkas pending dan dispute kasus Covid-19 sebanyak 247 kasus tahun 

2021. Metode pengumpulan data dokumentasi. Analisis data univariat. 

Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang pending klaim kasus Covid-

19 tertinggi. Rumah Sakit Kelet Jepara pending klaim sebagian besar kasus 

Covid-19. Mayoritas pending klaim kasus Covid-19 tidak memiliki berkas 

pendukung atau tidak sesuai, sedangkan terkecil adalah scan hasil 

laboratorium (albumin, PCR) tidak dilampirkan dan tanggal masuk/keluar 

INA-CBGs tidak sesuai dengan Resume Medis. Paling banyak pending dan 

dispute klaim kasus Covid-19 adalah ketidaksesuaian diagnosis dan hasil 

tindakan diagnostik dengan Juknis KMK, sedangkan ketidaksesuaian 

diagnosis dengan hasil tindakan adalah paling sedikit. 
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1. PENDAHULUAN 

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan 11.953 kasus Covid-19 di awal tahun 2020. 

Tiongkok menyumbang 11.821 orang [1]–[3]. Menurut WHO, menjadi perhatian dunia yang berdampak 

pada morbiditas dan mortalitas [4]. Covid-19 menyebar dengan cepat; wabah pertama kali terjadi di Cina, 

di Wuhan. WHO mengkonfirmasi 896.475 kasus positif dan 45.525 kematian di seluruh dunia. Pada awal 

tahun 2022, WHO juga melaporkan adanya lonjakan pasien Covid-19 dengan variasi baru [5]–[8]. Sejak 

tahun 2020, Indonesia telah terdampak oleh epidemi Covid-19, dengan pemerintah menanggung biaya 

diagnostik. Data BPS Kesehatan untuk klaim Covid-19 pada tahun 2020 BPJS Kesehatan telah menerima 

686.129 klaim dengan total Rp 40,7 triliun. Hampir seluruhnya telah diverifikasi secara independen. Hingga 

11 Oktober 2021, pihaknya telah memverifikasi sekitar 87,7% klaim Covid-19. Pada tahun 2021, terdapat 

79,07% klaim yang sesuai sebanyak 933.708 kasus dengan biaya Rp 50,5 triliun, 14,42% klaim sengketa 

sebanyak 170.335 kasus dengan biaya Rp 9,9 triliun, 6,12% klaim yang tertunda sebanyak 72.248 kasus 

dengan biaya Rp 3,4 triliun, dan 0,39% klaim kadaluarsa atau tidak sesuai sebanyak 4.567 kasus dengan 

biaya Rp 193 miliar [9]. 

Ketentuan kode Covid-19 terbaru telah dicanangkan oleh WHO dan akan diimplementasikan mulai 

tahun 2020 [10], [11]. Pendokumentasian data medis pada pasien Covid-19 dapat meningkatkan 

komunikasi dan mendukung klaim asuransi [10]. Pemerintah berkontribusi terhadap perawatan warga 

negara Indonesia yang terkonfirmasi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan [9], [12]. Sejak tahun 2014, 

Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pembiayaan Kesehatan Nasional telah berjalan. Setiap Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) diwajibkan untuk berkolaborasi dengan BPJS Kesehatan untuk 

memenuhi semua biaya kesehatan yang adil dan merata [13]. Sangat penting untuk membantu pemberi 

layanan kesehatan untuk tertib administrasi dan keakuratan dokumentasi dalam rekam medis agar asuransi 

kesehatan dapat berfungsi secara efisien [14]. 

Pemerintah Indonesia memiliki perhatian besar terhadap pengenalan asuransi kesehatan dalam 

rangka pemerataan sistem jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Setiap fasilitas kesehatan 

harus menjadi bagian dari kesuksesan ini sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Ketelitian dokumentasi rekam medis dan ketepatan dalam menentukan koding klinis merupakan salah satu 

keberhasilan sistem asuransi dan pembiayaannya. Jenis klaim biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh 

kualitas dan kelengkapan koding. Sejak tahun 2020, Indonesia terkena dampak epidemi Covid-19, dengan 

pemerintah menanggung biaya diagnosis [9], [15]. Klaim Covid-19 yang pending dan dispute telah menjadi 

masalah yang dihadapi oleh banyak institusi rujukan Covid-19 [6]. 

Pemetaan penelitian terdahulu (state-of-the-art) tentang klaim BPJS Kesehatan yang tertunda dan 

sengketa menghasilkan gambaran umum tentang subjek penelitian yang sesuai dengan alasannya sebagai 

upaya preventif untuk mengatasi masalah klaim BPJS Kesehatan yang tertunda dan sengketa. Penelitian 

sebelumnya telah menemukan bahwa verifikasi kepesertaan, verifikasi administrasi, dan verifikasi 

pelayanan semuanya berdampak pada klaim yang disetujui [3], [16]–[21]. Permasalahan dalam melakukan 

klaim Covid-19 bermula dari ketidaksesuaian antara RS dan BPJS Kesehatan, yang mengakibatkan klaim 

yang tertunda dan sengketa. Pada tanggal 8 November 2020, BPJS Kesehatan mengumumkan bahwa 37% 

klaim di RS tipe C dan D Indonesia masih tertunda pembayarannya karena adanya sengketa [3], [22]. 

Menurut temuan penelitian sebelumnya, ada tiga penyebab utama sengketa klaim INA-CBGs di RS: 

interaksi antara kualitas pengkodean diagnosis, indikasi medis/layanan, dan administrasi [14], [23]–[26].  

Sektor klaim BPJS Kesehatan membutuhkan pendekatan yang segar dan kreatif untuk menghindari 

duplikasi penelitian. Jika tidak, para peneliti akan cenderung mendasarkan penelitian mereka pada model 

atau hipotesis lama yang sama. Penyebab pending dan dispute klaim BPJS Kesehatan yang telah dibahas 
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sebelumnya perlu dilakukan studi dampak/kelayakan tentang tantangan, masalah, dan strategi tambahan 

untuk menilai keberhasilan penyebab pending dan sengketa klaim Covid-19 di RS tipe C dan D di Jawa 

Tengah. Penelitian di masa depan akan secara aktif mendukung temuan penelitian ini untuk membantu 

pengembangan klaim kasus Covid-19 di RS. Penelitian yang ada hanya berfokus pada klaim pending dan 

sengketa kasus BPJS Kesehatan, tanpa adanya penelitian atau replikasi (research gap) mengenai penyebab 

klaim pending dan sengketa kasus Covid-19 di RS tipe C dan D di Jawa Tengah. 

 
Tabel 1. Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 

RS 
Pending Dispute 

Jumlah 
Jumlah % Jumlah % 

Kelet Jepara 18 100,0 - 0,0 18 

Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang 151 91,5 14 8,5 165 

Banyumanik 2 Semarang 13 100,0 0 0,0 13 

PKU Muhammadiyah Mayong Jepara 51 100,0 0 0,0 51 

Total 215 87,0 32 13,0 247 

 

Berdasarkan tabel di atas bahwa RS Tipe C dan D di Jawa Tengah merupakan salah satu RS di yang 

menangani kasus Covid-19. Pada tahun 2021 RSUD Kelet Jepara jumlah klaim Covid-19 kategori pending 

sebanyak 18 klaim (100,0%). RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang kategori pending sebanyak 151 klaim 

(91,5%) dan dispute sebanyak 14 klaim (8,5%). RS Banyumanik 2 Semarang kategori pending sebanyak 

13 klaim (100,0%). RS PKU Muhammadiyah Mayong Jepara kategori pending sebanyak 51 klaim (100%). 

Dengan jumlah klaim pending yang sangat banyak dan klaim dispute yang terjadi maka urgensi penelitian 

ini apabila tidak dilakukan penelitian lebih lanjut faktor-faktor penyebab klaim pending dan dispute klaim 

pasien Covid-19 di RS Tipe C dan D Provinsi Jawa Tengah yang tidak diselesaikan akan berdampak 

merugikan pihak RS yang bersangkutan secara finansial, administrasi, dan pelayanan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu adanya penilaian terhadap klaim 

pelayanan Covid-19 untuk dapat mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 kepada 

BPJS sesuai ketentuan dan mengetahui kendala yang terjadi dalam pengajuan klaim BPJS oleh RS. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab klaim pending dan dispute klaim 

pasien Covid-19 di RS Tipe C dan D Provinsi Jawa Tengah. 
 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Pada bulan Februari hingga 

April 2022, penelitian ini dilakukan di Unit Rekam Medis rumah sakit tipe C dan D di Jawa Tengah, yaitu 

RSUD Kelet Jepara, Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang, Rumah Sakit Banyumanik 2 

Semarang, dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara, dengan fokus penelitian pada penyebab 

klaim tertunda dan sengketa. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder dari laporan verifikasi 

covid-19 tahun 2021, dengan jumlah sampel sebanyak 247 berkas. Pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi. Data diolah dengan menggunakan aplikasi pengolah angka (Ms. Excel). Data diproses dalam 

lima langkah: coding, editing, skoring, entrying, dan cleaning. 

Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis univariat. Analisis univariat digunakan untuk 

mengetahui distribusi frekuensi dan persentase dari variabel pending dan dispute. Analisis univariat ini 

disajikan dalam bentuk tabel dengan narasi singkat. Setelah narasi singkat, temuan penelitian dibahas 

dengan membandingkannya dengan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/446/2020 yang mengatur tentang pedoman teknis klaim penggantian biaya 

pengobatan pasien Covid-19 bagi rumah sakit yang memberikan pelayanan Covid-19. 

 

3. HASIL DAN ANALISIS 

3.1 Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 2 di bawah bahwa pending klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah 

tahun 2021 terbanyak adalah Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang sebanyak 151 kasus (100,0%). 

Dispute klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah tahun 2021 yang terbanyak adalah RSUD 

Kelet Jepara sebanyak 18 kasus (100,0%). 
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Tabel 2. Pending dan Dispute Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 

RS 
Pending Dispute 

Jumlah 
Jumlah % Jumlah % 

Kelet Jepara 0 0,0 18 100,0 18 

Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang 151 91,5 14 8,5 165 

Banyumanik 2 Semarang 13 100,0 0 0,0 13 

PKU Muhammadiyah Mayong Jepara 51 100,0 0 0,0 51 

Total 215 87,0 32 13,0 247 

Sumber data:Laporan Hasil Verifikasi Covid-19 Periode Tahun 2021 
 

Tidak semua klaim RS yang diajukan ke Kementerian Kesehatan disetujui, tetapi beberapa di 

antaranya dimasukkan ke dalam data sengketa dan beberapa di antaranya dimasukkan ke dalam 

pembayaran yang tertunda karena ketentuan dan berbagai pertimbangan harus diperiksa selama proses 

klaim [15]. Kualitas pengkodean klaim jaminan dipengaruhi oleh kelengkapan pengkodean klinis [27]. 

Selain itu, pengkodean klaim dapat mengoptimalkan pembiayaan kesehatan. Salah satu elemen yang 

berkontribusi terhadap ketepatan waktu klaim adalah setiap formulir perawatan yang terisi lengkap dan 

kode klinis yang benar [8]. Selain itu, ketepatan pengembalian informasi medis memiliki dampak yang 

signifikan terhadap kecepatan klaim; jika terjadi keterlambatan dalam menyerahkan berkas klaim, maka 

berkas klaim tersebut akan ditandai sebagai pending dan akan diikutsertakan dalam proses klaim bulan 

berikutnya [28]. Akibatnya, jumlah hasil klaim yang diperoleh fasilitas kesehatan pada bulan tersebut akan 

berkurang [9].  

Penelitian ini menunjukkan kendala-kendala metode klaim biaya kesehatan Covid-19. Studi Covid-

19 masih terus dilakukan karena merupakan penyakit baru. Mengingat kebutuhan akan bukti terbaru terkait 

perkembangan Covid-19, uji klinis yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dengan individu penelitian 

yang tidak sesuai dengan kriteria ideal harus sering dilakukan [29]. Hal ini sering kali menimbulkan 

ketidakpastian dalam pencegahan dan manajemen, mengharuskan dokter dan pembuat kebijakan untuk 

selalu mengikuti perkembangan penelitian yang ada, yang sering kali tidak diikuti dengan regulasi yang 

tepat [30]. Selain dari kesulitan manajemen infeksi akut, gejala yang muncul setelah penyakit telah diobati 

harus menjadi sumber kekhawatiran. Covid-19 yang lama dikaitkan dengan tingkat keparahan penyakit, 

riwayat rawat inap, usia di atas 50 tahun, dan lebih banyak terjadi pada orang Asia [31]. Efek ini bisa sangat 

parah sehingga membatasi aktivitas fisik pasien, menurunkan kualitas hidup mereka, dan memperburuk 

masalah mental mereka [32], [33]. Banyak negara telah menyadari perlunya memperhatikan masalah 

kesehatan setelah infeksi Covid-19, mulai dari pengobatan simtomatik hingga rehabilitasi paru secara rutin, 

dan akhirnya membuat alokasi anggaran dan investasi kesehatan untuk penderita Covid-19 yang 

berkepanjangan [34]. 

Kasus Covid-19 yang pending dan dispute klaim di RS tipe C dan D di Jawa Tengah dapat berdampak 

pada anggaran institusi yang menangani pasien Covid-19. Penundaan pembayaran klaim Covid-19 dapat 

mengakibatkan peningkatan biaya RS dan penurunan pendapatan RS secara signifikan [5], [7], [22]. Oleh 

karena itu, diperlukan pengelolaan klaim Covid-19 yang cepat dan efisien agar tidak terjadi pending case 

atau sengketa klaim kasus Covid-19 di RS tipe C dan D. 

 

3.2 Pending Secara Administratif Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 

2021 

Berdasarkan tabel 3 di bawah bahwa pending klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah 

tahun 2021 yang terbanyak adalah kurang berkas pendukung klaim dan atau berkas pendukung klaim tidak 

sesuai sebanyak 142 kasus (94,0%) di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang dan terkecil adalah kasus tidak 

dilampirkan scan Hasil Laboratorium (albumin, PCR) sebanyak 1 kasus (2,0%) di RS PKU Muhammadiyah 

Mayong Jepara dan kasus Tanggal masuk/keluar di INA-CBG’s tidak sesuai di Resume Medis sebanyak 1 

kasus (7,7%) di RS Banyumanik 2 Semarang. 
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Tabel 3. Pending Secara Administratif Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 

Penyebab 

Rumah Sakit 

Kelet Jepara 
Panti Wilasa Dr. 

Cipto Semarang 

Banyumanik 2 

Semarang 

PKU 

Muhammadiyah 

Mayong Jepara 

Jumlah % Jumlah % Jumlah %   

Kurang berkas Pendukung 

Klaim dan atau berkas 

pendukung klaim tidak 

sesuai 0 0 142 94,0 0 0 0 0 

Ketidaksesuaian Data 

Kepesertaan (NIK) 0 0 8 5,3 0 0 0 0 

Kurang Tanda tangan 

DPJP pada Resume Medis 0 0 1 0,7 0 0 0 0 

Tidak dilampirkan scan 

Hasil Laboratorium 

(albumin, PCR) 0 0 0 0 7 53,8 1 2,0 

Tidak dilampirkan scan 

Hasil Radiologi (thorax) 

pada pasien hami 0 0 0 0 2 15,4 0 0 

Status pasien tidak sesuai 

ketentuan KMK 0 0 0 0 3 23,1 0 0 

Tanggal masuk/keluar di 

INA-CBG’s tidak sesuai 

di Resume Medis 0 0 0 0 1 7,7 17 33,3 

Berkas klaim (scan) yang 

perlu diunggah: Resume 

Medis 0 0 0 0 0 0 9 17,6 

Berkas klaim (scan) yang 

perlu diunggah: Kartu 

Identitas (KTP, KITAS, 

NIK, Pasport, dll) 0 0 0 0 0 0 3 5,9 

Berkas klaim (scan) yang 

perlu diunggah: Hasil 

radiologi 0 0 0 0 0 0 3 5,9 

Kesesuaian status pasien 

Covid-19 (suspect/ 

probable/confirm) dengan 

KMK yang berlaku 0 0 0 0 0 0 8 15,7 

Kode diagnosis sesuai 

dengan ketentuan KMK 

yang berlaku 0 0 0 0 0 0 8 15,7 

Cara pulang pasien di 

INA-CBGs sesuai dengan 

resume medis 0 0 0 0 0 0 2 2,9 

Total 0 0,0 151 100,0 13 100,0 51 100,0 

 Sumber data: Laporan Hasil Verifikasi Covid-19 Periode Tahun 2021 
 

Kesalahan koder adalah salah satu penyebab tertundanya klaim di RS. Masalah ini dapat terjadi 

karena jumlah berkas yang sangat banyak, yang menyebabkan programmer harus bekerja dengan cepat 

dalam pengkodean dan entri data [35], [36]. Dalam kaitannya dengan klaim yang ada, kelengkapan berkas 

juga menjadi kendala. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan bahwa resume medis yang tidak 

memadai berhubungan dengan keterlambatan klaim [6], [21], [29], [36]–[38]. Hal ini biasa terjadi baik di 

rawat jalan maupun rawat inap karena dokter dan staf medis memiliki waktu yang terbatas dibandingkan 

dengan jumlah pasien yang tinggi. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman Dokter Penanggung 

Jawab Pasien (DPJP) terhadap standar kelengkapan resume medis yang relevan dengan klaim [39]. Terlepas 

dari kenyataan bahwa pengetahuan dokter tentang berkas klaim terkait dengan kualitas rekam medis yang 

dibuat, dukungan RS dan komunikasi yang efisien di tempat kerja masih kurang [40]. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini, kendala dalam pengajuan klaim dimulai ketika pasien datang 

sendiri, dan pasien berjalan langsung ke ruang gawat darurat untuk menunggu di ruang dekontaminasi 

setelah dinyatakan positif Covid-19. Pasien tidak didampingi oleh keluarga, sehingga pendaftaran dibantu 

oleh bagian administrasi, mengakibatkan beberapa berkas dan tanda tangan tidak lengkap, seperti kartu 

identitas pasien yang tidak dibawa saat masuk RS, sehingga memaksa petugas untuk menghubungi pasien 

atau keluarganya untuk mendapatkan data yang lengkap saat kembali. Hambatan selanjutnya adalah 

masalah sistem dan jaringan sistem rekam medis elektronik yang terkadang membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk loading saat melihat rekam medis elektronik pasien, dan saat input data di aplikasi INA-

CBGs terkadang jaringan tidak stabil sehingga mengharuskan petugas mengulang input data dari awal. 

Petugas juga harus sangat berhati-hati dan membatasi kesalahan pada saat mengklik dan menyelesaikan 

data pada langkah input data, karena data yang sudah terkirim tidak dapat diubah lagi [6]. 

 

3.3 Dispute Secara Pelayanan Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 

Berdasarkan tabel 4 di bawah kasus dispute klaim kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah 

tahun 2021 yang terbanyak adalah ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan diagnostik dan aturan 

juknis KMK sebanyak 18 kasus (100,0%) di RSUD Kelet Jepara dan terkecil adalah kasus ketidaksesuaian 

diagnosis dengan hasil tindakan sebanyak 14 kasus (100,0%) di RS Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. 

 
Tabel 4. Dispute Secara Pelayanan Klaim Kasus Covid-19 di RS Tipe C dan D Jawa Tengah Tahun 2021 

Penyebab 

RS 

Kelet Jepara 
Panti Wilasa Dr. 

Cipto Semarang 

Banyumanik 2 

Semarang 

PKU 

Muhammadiyah 

Mayong Jepara 

Jumlah % Jumlah % Jumlah %   

Ketidaksesuaian diagnosis 

dengan hasil tindakan 

diagnostik dan aturan 

juknis KMK 18 100,0 0 0 0 0 0 0 

Ketidaksesuaian diagnosis 

dengan hasil tindakan 0 0 14 100,0 0 0 0 0 

Ketidaksesuaian 

diagnosisutama dan 

diagnosissekunder 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketidaksesuaian tindakan 

medis dengan diagnosis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketidaksesuaian kode 

ICD-10 dengan diagnosis 

medis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ketidaksesuaian kode 

ICD-9 dengan prosedur 

diagnosis dan prosedur 

tindakan 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 18 100,0 14 100,0 0 0,0 0 0,0 

  Sumber Data: Laporan Hasil Verifikasi Covid-19 Periode Tahun 2021 
 

Proses administrasi berujung pada sengketa klaim karena berkas yang kurang lengkap dan tidak 

konsisten dalam pengisian berkas di aplikasi [5], [7]. Penyelesaian sengketa oleh Pelayanan Kesehatan 

(Yankes) dengan status disetujui, dibayar, atau ditolak akan secara otomatis berubah menjadi status klaim 

di BPJS kesehatan [15]. Pada tanggal 8 November 2020, BPJS Kesehatan melaporkan bahwa 37% klaim 

masih tertunda pembayarannya karena adanya sengketa [3], [22].Klaim biaya COVID-19 mengikuti 

ketentuan tarif per hari/biaya per hari yang ditetapkan dalam petunjuk teknis pelayanan pasien Covid-19 

nomor HK.01.07/MENKES/5673/2021. Tingginya kasus ketidaksepakatan ini menyebabkan terganggunya 

arus kas RS. Tekanan pengeluaran operasional RS yang besar namun tidak terbayarkan mengakibatkan 

kerugian RS semakin tinggi dalam keberlangsungan pelayanan kesehatan Covid-19 [5], [7]. 

Penyebab terjadinya sengketa klaim Covid-19 adalah anamnesis yang keliru, perbedaan persepsi, 

hasil PCR yang tidak dilampirkan, dan ketidakpahaman DPJP terhadap persyaratan teknis klaim Covid-19. 
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Perubahan regulasi, kesalahan aplikasi, kelengkapan rekam medis lebih dari 2 x 24 jam, resume medis yang 

tidak lengkap, dan tulisan dokter yang tidak terbaca menjadi kendala dalam prosedur pengajuan klaim. 

Sengketa klaim tidak berpengaruh terhadap arus kas RS, namun dapat menyebabkan keterlambatan 

pembayaran layanan medis dan keperawatan serta menurunkan kualitas layanan [29], [36], [41]. 

Ketidaksesuaian lembar administrasi, diagnosis komorbid, identitas pasien, kriteria rawat inap 

peserta asuransi Covid-19, pemeriksaan penunjang PCR swab, laboratorium, radiologi, penatalaksanaan 

isolasi, dan kriteria KRS yang tidak sesuai dengan limit penjaminan menjadi penyebab terjadinya dispute, 

sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/Menkes/4718/2021. Kriteria tersebut didasarkan pada hasil 

verifikasi. Tidak ada standar yang pasti untuk menentukan penyebab sengketa klaim dari fasilitas 

kesehatan. Hal ini disebabkan oleh interpretasi verifikator yang berbeda-beda di setiap daerah. Beban RS 

bertambah akibat masalah ini karena pembayaran klaim Covid-19 tidak maksimal [42]. 
 

4. KESIMPULAN 

Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang memiliki klaim tertunda untuk pasien Covid-19 terbanyak di rumah 

sakit kategori C dan D di Jawa Tengah pada tahun 2021. Klaim yang paling banyak disengketakan untuk 

kasus Covid-19 ada di Rumah Sakit Kelet Jepara. Klaim yang paling banyak tertunda untuk kasus Covid-

19 adalah klaim yang tidak memiliki berkas pendukung klaim atau memiliki berkas pendukung klaim yang 

salah, sedangkan yang paling sedikit adalah klaim yang tidak melampirkan hasil scan laboratorium 

(albumin, PCR) dan tidak sesuai dengan tanggal masuk/keluar di INA-CBGs. Ketidaksesuaian yang paling 

banyak terjadi pada klaim kasus Covid-19 adalah ketidaksesuaian diagnosis dan hasil tindakan diagnostik 

dengan Juknis KMK, sedangkan ketidaksesuaian diagnosis dengan hasil tindakan adalah yang paling 

sedikit.  

Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain dengan mengedukasi tenaga medis, petugas koding, 

dan verifikator mengenai kriteria terbaru. Petugas atau tim penanganan klaim Covid-19 dimaksudkan untuk 

mengoptimalkan proses pengumpulan kelengkapan berkas pengajuan klaim. Perlu dilakukan studi banding 

ke rumah sakit lain yang menerima rujukan Covid-19. SOP yang ditetapkan dari KMK atau protap terkait 

penanganan klaim Covid-19 harus dibuat agar ketentuan peraturan petugas lebih baku dan mudah dipahami. 
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